
BUPATI TANA TORAJA

PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI TANA TORAJA

NOMOR ..S TAHUN 2017

TENTANG

PENYELENCGARAAN TUGAS BELAJAR DAN IZIN BELAJAR
PEGAWAI NEGERI SIPIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANA TORAJA,

Menimbang: a. bahwa dalam rangka meningkatka.n kemarnpuan danprofesionalisme pegawai Negeri Sipil dan Calon pegawai
Negeri Sipil yang berbasis kompetensi di lingkunganpemerintah Kabupaten Tana Toraja, perlu memberi
kesempatan bagi pegawai Negeri Sipil untuk mengikuti
pendidikan lanjutan melalui tugas belajar dan izin belajar;

b. bahwa prosedur dan penyelenggaraaa pemberian tugas
belajar dan Din belajar yang diatur dalam Surat EdaranBupati Tana Toraja Nomor : 2ZS /X/2AB /SETDA, sudah,ltidak sesuai lagi dengan perkembangan k"aa.an aan/
kebutuhan hukum sehingga perlu diganti dan ditingkatlarf
menjadi peraturan Bupati;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan peraturan
Bupati Tana 

.Toraja tentang penyelenggar:aan Tugas Belajar
dan Izin Belajar pegawai Negeri Sipil;

Meugingat: 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang pembentuka,r
Daerah_daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan
lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1[

2. undang-undans Nomor 5 Tahun 2014 *^r^i'l**** 
"rrkNegara {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014Nomor 6, Tamba_han Irmbaran Negara Repubtik Indonesia

Nomor 5494);



3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan
Daerah (l,emba.ran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan kmbaran Negara Republik lndonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2O1S tentang perubahan
Kedua Atas Undang_undang Nomor 23 Tahun i01+ tentang
Pemerintahan Daerah (Iembaran Negara Republik Inaonesia
Tahun 2015 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RepuUtit
Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentangPendidikan Tinggi (I€mbaran Negara Republik IndonesiaTahun 1999 Nomor 155, Tambahan f.*U.."., 
- 
N"g...

Republik Indonesia Nomor 3g59);

5. Peraturan pemerintah Nomor 53 Tahun 2O1O tentang DisiDlinPegawai Negeri Sipil (Lembaran N"g-. n.pruiiL i"o-"#r"Tahun 20iO Nomor 24, Tambahan LemU"ar w.g..a i"o"irruIndonesia Nomor 5135);

6. Peraturan pemerintah Nomor 11 Talun 2017 tentangManajemen pegawai Negeri Sipil (Lembaran ll"g"r" n";"ifitIndonesia Tahun 20lZ Nomor 63, Tambaian f.r"'Uu""" fi"g"r"
Republik Indonesia Nomor 6037);

7. Peraturan Menteri pendidikan Nasional Nomor 5g Tahun 20Ogtentang Penyelenggaraan program Sarjana {S_1) Kepenaialkan
Bagi curu Dalam Jabatan;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor AO .rahun ZOls/tentang pembentukan produk Hukum Daerah d;b;;fNegara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor ZOiOt; 
--^'-*'

9. Keputusar Menteri pendidikan Nasional Nomor 107lU/20O1tentang Penyelenggaraan program pendidikan finggi .rarakJauh;

10. Keputusan Menteri pendidikaa Nasional Nomor O1S/P/2OO9tentang Penetapan perguruan Tinggi penyelengr;;;;;;_
Sarjana (S-t) Kependidikan bagr Cuiu aaam;aU?tan; -. '

11 
::l1turan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor l0 Tahun2016 tentang pembentukan dan Susunal p..""gL^i oir.r,
lfmlaran Daerah Kabupaten Tana ?orda f.ir.rr, "ZO1O 

fVo_".10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupat"" T;; ;;;;^Nomor 19); 1ft
.r'



MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TANA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal I

PEI.IYELENGGARAAN TUGAS BELAJAR DAN IZIN BELAJAR
PEGAWAI NEGERI SIPIL

TORAJA TENTANG

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tana Torqja.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggaraPemerintahan Daerah Kabupaten Tana Toraja y-".g _u_lipr., pelaksanaan
urusan pemerintahar yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Bupati adalah Bupati Tana Torqja.

o I:*3Yt Negeri Sipil yang selanjutnya disebut pNS adalah pegawai NegeriSipil Daerah lhbupaten Tana Toraja.

5 calon Pegawai Negeri sipil yang s€lanjutnya disebut cpNS adalah calonPegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Tana Toraja.

6. T\rgas Belajar adalah penugasan pNS untuk mengikuti pendidikan sesuaidengan kebutuhan pemerintal Daerah.

7. Surat Izin Mengikuti Seleksi Tugas Belajar adalah surat izin dan oeiatar /yang beru'enarg yang diberikan kepada pNS untuk mengikuti 
""t.k"i Tr;;;,belajar.

8. lzin Belajar adalah izin yang diberikan kepada pNS yang tetah memenuhipersyaratan untuk mengikuti jenjang pendidikan lanjutan atas inisiatif danpembiayaan oleh pNS Daerah yang bersalgkutan, dengan tidakmeningga.lkan tugas jabatannya.

9. Surat Keterangan MelanjutJ<an Studi adalah surat keterangan dari pejabat
berwenang yang diberikan kepada CpNS/pNS yang pada saat diangkat
sebagai CPNS dipersyaratkan sedang menempuhTmeriyeiesaitan pendidilanlanjutar- dan linier dengan ijaz:h yang 

- 
dipergunakan sebagai dasarpengangkatannya.

lO. Anggaran Pendapatan dan Belalja Daerah yang selanjutnya disebut APBDadalah Anggamn pendapatan dan Belanja Ou.rai X"Uuput"r,1;;;;;;;j; (L

-3-
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(1) Maksud pemberian tugas belajar dan izin belajar adalah memberikan
kesempatan yang sama kepada semua pNS sesuai bidang tugasnya untuk
mengikuti program pendidikan lanjutan guna meningkatkan kemampuan
dan profesiona.lisme pNS Daerah.

(2) Tujuan tugas belajar dan izin beiajar adalah :

a. untuk memenuhi kebutuhan sumber daya manusia yang memiliki
keahlian dan kompetensi dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungai
serta pengembangan organisasi; dan

b. meningkataa pengetahuan, kemampuan, mempertinggi mutu kecakapanserta sikap profesionalisme pNS dalam rangka pembinaan danpengembangan karier pNS.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN PRINSIP

Pasal 2

Pasal 3

BAB III

TUGAS BELAJAR

Bagian Kesatu

Penyelenggaraan

Pasal 4

Penyelenggaraan tugas belejar dan izin belajar menganut prinsip :

a. terbuka yaitu penyelenggaraan terbuka untuk semua pNS;

b' nondiskriminatif yaitu penyelenggaraan tidak membedakan perlakuanberdasajkar gender, suku, ras dan agama; dan
c. keadilan dan kesetaraan, yajtu penyelenggaraan mencermi rrUr, .^.^ /keadilan dan kesamaan untuk memperoleh;";;p;;;;;; 

""_; ;",semua pNS.

(1) Penyetenggaraan tugas
Perangkat Daerah yalg
urusan pemerintahal
sumber daya aparatur.

belajar merupakan tanggung jawab Organisasi
.mlllfsanakan fungsi penunjang penyelenggaraarr
or oldang kepegawaian dan/atau pengembangan

(2) Dalam melaksarrakan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (l)Organisasi peralgkat Daerah yang _"I*""rr"turr--tr-.rgsi penunjangpenyelenggaraan urusan pemerintalt ai Uia""g t"p"gl."irn dan/atau a
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a. Perguruan Tinggi Negeri;

b. Pergurual Tinggi Swasta;

c. Perguruan Tinggi Kedinasan;dan

d. Perguruan Tinggi Negara Asing.

(4) Program studi perguruan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hurufa, b dan c mempunyai alreditasi minimal B dari lembaga yang berwenang,
dalam hal ini Badan Akreditasi Nasional perguruan Tinggi(B;N_pl).

(5) Program studi perguruan tinggi sebagaimala dimaksud pada ayat (3) huruf dharus telah mendapat pengakuan dad instansi yang berwenang.

(6) Tugas 
-belajar 

pada perguruan tinggi swasta sebagaimarta dimaksud padaayat (3) huruf b dapat diizinkan dalam hal p..g.ir.r, tinggi negeri tidakmemiliki program studi yang dipilih

pengembalgan sumber daya aparatur berkoordinasi dengan instansi yang
terkait.

(3) Penyelenggaraan tugas belajar diselenggarakan di institusi pendidikan yang
meliputi :

Bagian Kedua

Pembiayaan

Pasal 5

{1) Sumber pembiayaan pendidikan tugas belajar adalah

a Anggaran Pendapatan
dan/atau;

dan Belanja Daerah Kabupaten Tana Toraj IT
b Anggaran Pendapatan dan Beranja Daerah pemerintah Daerah provinsi

Sulawesi Selatan;

c. Anggaran pendapatan dan Belanja Negara; dar/atau
d. l,embaga lain yang berbadan hukum dan tidak mengikat.

(2) Komponen dan besaran biaya tugas belajar yang pembiayaannya bersumberdari Anggaran pendapatan eeUnia oaerj f"U.i","" iair_-Toraja diberikansesuai derrgan ketentuan peraturan perundang_undangan.

(3) Besaran biaya pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikandisesuaikan dengan alokasi anggaran yang tersedia pada tahun anggaranberjalan.

(4) Apabila pembiayaar pegawai yang diberi tugas belajar berasar dari pihakketiga,_ maka seluruh biaya pendidikan dan tuojanjan Uetalar altalggungoleh piha.J< t<.etiga. /b.-



(5) Selain biaya yang ditanggung oleh pihak Ketiga terhadap pNS yang
bersangkutan dapat dibantu oleh pemerintah Daerah di luar komponen biaya
pendidikan yang ditanggung oleh pihak Ketiga sesuai dengan kemampuan
Keuangar Daerah, kecuali ditentukan lain berdasarkan perjanjian atau
ketentuan khusus dari pihak Ketiga.

-6-

(1) Biaya 
-p€nyelenggaraan tugas belajar diberikan kepada peserta dan institusipendidikan.

(2) Biaya penyelenggaraa_n tugas belajar kepada peserta meliputi:
a. biaya hidup dan biaya operasional;

b. buku dan referensi; dan

c. biaya penulisan skripsi/tesis/disertasi.

(3) Biaya yang. diberikan kepada institusi pendid.ikan sebagaimana dimaksudpada ayat (1) diberikan berdasarkan besaral yang dite-taptan oleh rektordan/atau masing-masing institusi pendidikan.

{4) Ketentuan lebih lanjut mengenai biaya penyelenggaraan tugaa
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disesuaikan dengan peraturan
berlaku

Bagiar Ketiga

Jenis dan Jangka Waktu

Pasal 7

Jenis pendidikan Ttrgas belajar meliputi :

a. Prograrn Diploma Empat dar/atau program Sarjana;

c. Program Magister dan/atau Spesialis l;dan

d. Program Doktor dan/atau Spesialis II.

Pasal 8

Jangka waktr.r pelaksalaan tugas beLajar sebagai berikut I

a. PrograD Diploma Empat dan/atau sarjana paling lama 4 {empat) tahun;
c. Program Magister dan/atau Spesialis I, paling lama 2 (dua) tahun;dan
d. Program Doktor dan/atau Spesialis Il, paling lama 5 (limal ta_rurr; (fu

Pasal 6
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(l) Jangka waktu pelaksanaan tugas belajar sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 8 dapat diperpanjang paling lama 1 (satu) tahun atau 2 (dua) semester.

(2) Perpanjangan tugas belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (l) harus
diajukan oleh yang bersangkutan melalui surat permohonan kepada Bupati
disertai alasan perpanjanga! tugas belajar dan dokumen pendukungnya.

(3) Apabila jangka waktu pelaksanaan tugas berajar berum dapat diselesaikan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), dapat diberikan perpanjangan
kembali paling lama 1 (satu) tahun atau 2 (dua) semester dengan perubahan
status menjadi izin beLajar.

Pasal 9

(3) Pemberian perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan
dengan kriteria :

a. adanya perubahan kebijakan program studi;dan

b. bukan karena kelalaian.

belajarny

Bagian Keempat

Peserta dan Tata Cara pengajuan Tugas belajar

Pasal 10

(1) Peserta tugas bel4jar adalah pNS.

(2) Peserta tugas bela-jar sebagaimara dimaksud pada ayat (1) ditetapkan lebih
lanjut dengan Keputusan Bupati

Pasal I 1

(4) Pemberian biaya pendidikan bagr yang diperpanjang tugas
tergantung pada kemampuan dan ketersediaan anggaran.

(1) PNS_yang akan mengikuti tugas belajar harus memenuhi persyaratan sebagaiberikut:

a. memiliki masa kega paling kurarg 2 (dua) tahun terhitung sejak diangkat
sebagai PNS;

b. sehat jasmari dan rohani;
c. membuat pakta integdtas dengan menggunakan format sebagaimana

t€rcantum datam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Peraturan Bupati ini;

.1d. batas usia paling :jlng,rt : (lL
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l. Program Pendidikan Diploma dan Ftogram Strata I (S-1) atau yarg
setara berusia paling tinggi 25 (dua puluh lima) tahun, dikecualikan
untuk bida.ng ilmu yang.langka sesuai dengan analisa kebutuhan
formasi pegawai, usia paling tinggi dapat ditetapkan sampai dengan
37 (tiga puluh tujuh) tahun;

2. Program Pendidikan Sbata Il (S-2) atau yang setara berusia paling
tinggi 37 (tiga puluh tujuh) tahun, dikecualikan untuk bidang ilmu
yang langka sesuai dengan analisa kebutuhan formasi pegawai
dan/atau mendukung tugas pokok dan fungsi, usia paling tinggi
dapat ditetapkan sampai dengan 42 (empat putuh dua) tahun;dan

3. Program Strata III (S-3) atau yang setara berusia paling tinggi 45
(enrpat puluh lima) tahun, dikecualikan untuk bidang ilmu yang
langka sesuai dengan analisa kebutuhan formasi pegawai dan/atau
mendukung tugas pokok dan fungsi, usia paling tinggi dapat
ditetapkan sampai dengan 4g (empat puluh delapan) tahun;

ketentuan tentang jenjang pendidikan tugas belajar yang akan ditempuh
dengan pangkat golongan pNS;

1. Program Pendidikan Diploma lV dan Strata I (S-1) atau yang /sederdat, dipersyaratkan pNS dengan pangkat golonga n patni /
rendah Pengatur Muda Tk.l, II/b serta memiliki ijazah paling rendatf
SlvlA/K atau sederajat yang telah diakui dalam status
kepegawaiaanya;

2. Program Stata 2 (S-2), program Spesialis I atau yang sederajat,
dipersyaratkan PNS denga! pangkat golongan paling rendah penata
Muda, UI/a serta memiliki ijazah paling rendah Diploma lV, Strata I
{S-1), Program Pendidikan profesi atau yang sedera-iat yang telah
diakui da.lan status kepegawaiannya;dan

3. Program Strata 3 (S-3), program Spesialis Il atau yang sederajat,
dipersyaratkan pNS dengan pangkat golongan paling rendah penata
Muda Tk.l, IU/b serta memiliki ijazah paling rendah Strata 2 (S_2),
Program Spesialis I atau yang sederajat yang telah diakui dalam
status kepegawaiannya.

e

f. setiap unsur penilaian kineda dalam 2 (dua) tahun
kurang bemilai baik;

g. tidak sedang dalam kedudukan :

1. menjalani pemberhentian sementara sebagai pNS;

2. menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;

3. cuti di luar tanggungan negara;

4. proses penjatuhan hukuman disiplin;dan

terakhir paling

5. proses perkara pidana, yang bukan pelanggaran ry
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h. tidak pernah :

1. dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;

2. gagai dalam tugas belajar yang disebabkan kela-laiannya;dan

3. dibata.lkan mengikuti tugas belajar karcna kesalahannya.

i. jenja-ng pendidikan bersifat linier; dan

j. bersedia ditempat-kan sesuai dengan kompetensi dan formasi yang
dibutuhkan-

a

b

c

Bagi PNS yang ingin melanjutkan pendidikan dari SLTA ke program
DiploDra dan/atau Strata I (S-l), menyertakan fotocopy sah transkrip
nilai kelulusan ijazah SLTA dengan nilai rata-rata minimal 7,0O (tujuh
koma nol nol).

f*S yllg ingin melanjutJ<an pendidikan dari program Strata-t (S_1) keStrata-ll (S-2) atau Spesialis 1 menyertakan transkrip niiai Indeks
Prestasi Kumulatif (lpK) minimal 2,75 (dua koma tujuh lim;).

PNS yang ingin metanjutkan pendidikan dari program Srrata-I) (S-21 ke/
Strata-lll (S-3) atau Spesialis 2 menyertakan transkrip nilai lndek(
Prestasi Kumulatif (lpK) minimal 3,00 (tiga koma nol not).

Pasal 12

(1) Pencalonan peserta tugas belajar berdasarkan penawaran tertulis dari
penanggung beasiswa yang disampaikan secara terbuka.

(2) Pencalonan PNS T\rgas belajar diajukan oleh Kepala OpD kepada Bupati
untuk mendapatkan izin mengikuti seleksi tugas belajar.

(3) Pencalonan sebagaimana
ketentuan:

dimalsud pada ayat (2) diajukan dengan

(4) Pencalonan permohonan surat izin mengikuti tugas belajar melampirkandokumen :

a. menyebutkan waktu dan tempat seteksi akan dilaksanakan;

b. menyebuttan Program Studj l,embaga pendidikar yang akan diikuti;
c. menyebutkan lembaga pemberi beasiswa dengan ketentuan lembagapemberi beasiswa memberikan kesempatan yang aama kepada semua

PNS Daerah;

a. surat penawaran tertulis seleksi dan penanggung beasiswa;

b. salinaa sah surat keputusan pengaagkata-n pNS; ry

(2) Persyaratan khusus untuk mengikuti Seleksi pendidikan Tugas Belajar
adalah:
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melampirkan salinan sah daftar penilaian kine{a 2 (dua) tahun terakhir;

Pasal 13

(1) Calon peserta tugas belajar yang lulus seleksi mengajukan permohonan surat
tugas belajar kepada Bupati.

(2) Permohonan tugas belajar sebagaimana dimaksud pad.a ayat (l) dilampiri
dokumen adminsitrasi :

a. Surat izin mengikuti seleksi;

b. Surat keterangar lulus seleksi masuk dari lembaga pendidikan;
c. Surat jaminan pemberian biaya pendidikan dari penanggung beasiswa

(bila biaya bersumber dari sponsor);
d. Salinan sah SK CpNS;

e. Salinan sah SK pNS;

f. Salinan sa}l SK pangkat Terakhir;
g. Salinan sah SK Jabatar Terakhir;
h. Salinan sah Uazah rera.khir;

i. Surat keterangan sehat dari Dokter pemerintah;

j. Pakta integritas;

k. Salinan sah daftar penilaian kinerja 2 (dua) tahun terakhir.
I. Surat pernyataan Kepala OpD yang menyatakan tentang | /_

1. tidak sedarg menjalani hukumar disiplin pNS tingkat sedang ataf,
berat;

2. rrdak sedang curj di luar tanggungan negara:
3. tidak sedang dalam proses penjatuhan hukuman disiplin;dan
4. tidak sedang dalam proses perkara pidana, yang bukan pelanggaran;
sebagaimana format yang tercantum dalam Lampiran II yang merupakan
bagian tidak terpisalkan dari peraturar Bupati ini.

m. Surat rekomendasi Kepala OpD yang menyatakan bahwa :

1. calon peserta memiliki motivasi tinggi untuk mengembangkan diri,
Ioyal dal berdedikasi; dar

2. calon peserta mampu menyelesaikan pendidika-n tepat waktu;
sebagaimana format yang tercantum dalam Lampiran III yang merupakan
bagian tidak terpisahkal dari peraturar Bupati ini. ,1,

'-/

d

c. melampirkan salinan sah surat keputusar kenaikan pangkat terakhir;
dan
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Bagian Kelima

Hak dan Kewajiban

Pasal 14

Hak PNS T\rgas belajar adatah :

a mendapat biaya tugas berajar sebagaimara dimaksud dalam pasar 6 ayat

b. mendapat kenaikan pangkat;

c. mendapat kenaikan gaji berkala;

d. mendapat penilaial kinerl.a;dan

e. masa menjalali tugas belajar dihitung sebagai masa keia;
f. hak-hak kepegawaian lainnya sebagaimana ketentuan yang berlaku;

Pasal 15

(1) Kewajiban pNS Tugas Betajar adatah :

a. mentaati dan mengikuti semua ketentuan program tugas belajar
termarjuk ketentuan yang berlaku di institusi pendidikanr

b. melaksanakan tugas belajar dengan sebaik-baiknya dan aatar: *at*tu /sesingkar-singkatnya; k
c. melaporkan perkembangal akademik secara periodik (per semester)

kepada Bupati melalui Kepala Organisasi perangkat Daerah yang
melaksala-kan fungsi penunjang penyelenggaraan urusan pemerinta_han
di bidang kepegawaian dan/atau pengembangan sumber daya aparatur;

d. melaksana_kan ikatan dinas seLama 2 kali masa tugas belEar;

e. melaporkan secara tertulis kepada Bupati dan unit pengusul paling
Iambat 30 (tiga puluh) hari setelah menyelesaikar program pendidikan,
dengan melampirkan surat keterangan lulus; dan

i mengirimkan fotokopi ijazah dan transkip nilai legalisir kepada Bupati
melalui kepala Organisasi perangkat Daerah yang melaksanakan fungsipenunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang kepegawaian
dan/atau pengembangan sumber daya aparatur setelah selesai masa
pendidikan.

(2) Bagi peserta tugas belajar luar negeri, selain harus memenuhi kewajiban
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga mempunyai kewajiban:

melaporkan keberadaalnya
negara tempat tugas belajar;

a kepada
/ty

perwakilan Republik tndonesia di
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b. melaporkan penilaian prestasi akademik kepada perwakilan Republik
lndoncsia di negara yang bersangkutan belajar, sebagai bahan penilaian
prestasi keda;dan

menjaga nama baik bangsa, instansi, dan negara Indonesia;c

Bagian Keenam

penempatan pNS Tugas Belajar

Pasal 16

Bagi PNS yar)g sementara meraksanakan tugas belajar, selama meraksanaka,tugas belajar tersebut pNS yang bersangkutan ditempatkan di OrganisasiPerangkat Daerah yang melaksanakal fungsi penunjang penyelenggaraan
urusan pemerintahan di bidang kepegawaian dar/atau pengembangan sumber
daya aparatur.

PNS yang lelah menyeresaikan tugas belajar diaktilkan temuati untu/
Penempatan berdasarkan kompetensi dan formasi yang dibutuhkan pemerinta(r
Daerah.

Pasal 17

Pasal 18

PNS dapat mengikuti
ketentuan:

tugas belajar berkelanjutan berturut-turut dengan

a. mendapatkan izin Bupati

b. prestasi pendidikan sangat memuaskan;

c. jenjang pendidikan bersifat linier;dan

d. dibutuhkan oleh pemerintah Daerah.

Bagian Ketujuh

Pemberhentian T\.rgas belajar

Pasal 19

Pemberian Tugas belajar dapat diberhentikan apabita pNS yang bersangkutan:
a. tidak dapat menyelesaikan masa tugas beLajar sesuai dengan ianskawaktu masa tugas belajar sebagaimana dimaksud a.f"_ pJ? iy'* iiifi

'//



b sakit jasmani dan/atau rohani yang mengakibatkan tidak mungkin lag
meneruskan tugas belajar yang dibuktikan dengan surat keterangan dari
dokter pemerintah;

dinyatakan bersa.lah melakukan tindak pidana kriminal sesuai putusan
pengadilan yang berkekuatar hukum tetap;dan

dijatu)ri hukuman displin sedang atau berat sesuai ketentuan peraturan
disiplin PNS.
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BAB IV

IZIN BELA"IAR

Bagian Kesatu

Persyaratan lzin Belajar

Pasal 20

PNS yang melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih tinggi atau setara waJib
mengajukan lzin belajar.

c

d

b

c

d

lla. r-* akan mel,anjutlan pendidikan harus mengajukan permohonan
belajar terlebih dahulu sebelum melaksanakan p.o""" k"gi"t.r, perkuliahan.

Pasal 2 I

Pasd 22

Persyaratan pengajuan Izin Belajar adalah :

a. Pangkat minimal :

l) Untuk progam Diploma lV / Strata- 1, pangkat minimal pengatur
Muda, IIla;

2) Untuk program Strata-2 / Spesialis t, pangkat minimal penata
Muda, III/a;

3) Untuk program Strata-3 / Spesialis 2, pangkat minimal penata
Muda Tk. I. IIIlb;

PNS l,arg telah memiliki masa keda paling kurang 1 (satu) tahunterhitung sejak diargkat sebagai pNS;

kegiatan belajar dilakukan di luarjam ke!.a dan tidak mengganggu tugaskedinasan sebagai pNS;

penilaran kineia dalam I (satu) tahun terakhir paling kurang bemitaibaik; 1A

"a'

,i/
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e. tidak $edang menjalani hukuman disiplin pNS tingkat sedang atau berat;

f. tidak pernah melalggar kode etik pNS tingkat sedang atau berat selama 2
(dua) tahun terakhir;

g. tidak sedang menjalani pemberhentian sementara sebagai pNS;

h. pendictikan yang akan ditempuh harus sesuai dengan bidang tugasnya
sehari-hari (formasi jabatan) dan sesuai dengan kebutuhan organisasi
untuk mendukung pelaksanaan tugas pada unit keia;

i. untuk jabatan fungsional tertentu, disamping ketentuan sebagaima_na
terseblrt pada huruf g, juga dengan memperhatikan ketentuan yang
mengatur masing-masing jabatan;

j. biaya pendidikan ditanggung oleh pNS yang bersangkutan;

k. program studi yang akan diikuti telah mendapatkan
persetujuan/akreditasi minimal B dari lembaga yang berwenang dalam
hal ini Badan Akleditasi Nasional perguruan Tinggi;

l. prograrn studi yang akan diikuti bukan merupal<an kelas jauh dan/atau
kelas sabtu minggu;

m. program studi yang akan diikuti berada di wilayah Kabupaten Tana
Toraja dan Kabupaten Toraja Utara, kecuali yang diatur lain sesuai
dengan ketentuan:

dikecualikan dari ketentuan hurufj, apabila program studi yang akan fdiikuti largka sesuai dengan analisa kebutuhan formasi pega*ai J"ng.r/
tetap mengacu ketentuar pada huruf b dengan persetujuan Bupati;

n

o PNS trdak berhak menuntut penyesuaian dazah ke dalam pangkat yang
Iebih tinggi apabila formasi tidak tersedia;

Pasal 23

(1) lzin Bela.jar hanya dapat diberikan selama (delapan) semester atau 4 (empat)
tahun akademik dan ditambah dengan izin untuk penelitian dan skripsi
selama 2 (dua) semester atau 1 (satu) tahun akademiki

(2) Seiama menjalani izin belajar, yang bersangkutan wajib menyampaikan
laporan perkembargan pendidikan setiap semester kepida Bupati melalui
Kepala Organisasi perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang
penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang kepegawaian dan/ataupengembangal sumber daya aparatur;

(3) Setelah menyelesaikan izin belajar, yarg bersangkutan wajib melaporkan
secara tertulis kepada Bupati dan unit pengusul paling lambat 3b (tigapuluh) hari setelah menyelesaikan program pendidika;, de;gan melampirkan
surat keterangan lulus; 1fi\t/



(4) Mengirimkan fotokopi ijazah dan transkip nilai legalisir kepada Bupatimelalui kepala Organisasi perangkat Daerah yang 
-melaksanakan 

fungsipenunjang penyerenggaraan urusan p€merintahan di bidang kepegawaiano-41-,1" pengembangan sumber daya aparatur setelah selesai masapendidikan.

Bagian Kedua

Tata Cara Pengajuan Izin Belajar

Pasal 24
Prosedur Permohonan Izin Belajar ada.lah sebagai berikut:
1. Mengajukan izin tertulis yang diketahui oleh kepala OpD kepada Bupati;
2. Izin dimaksud pada angka 2 dilampiri dengan :

a. surat ijin dari Kepala OpD, yang berisi:

1) Tidak berkeberatan bila yang bersangkutan mengikuti pendidikan;

S) 
!1lwa yang bersangkutan tidak sedang menjalani hukumal disiPNS tingkat sedang atau berat;

4) bahwa yang bersangkutan tidak pemah dijatuhi sanksi pelanggarankode etik pNS tingkat sedang atau berat;

5) bahwa pendidikan yang diikuti tidak menggangu tugas pokok sehari-han;

b. salinan sah surat Keputusan pengangkatan CPNS;

c. salinan sah surat Keputusan pengangkatan pNS;

d. salinan sah surat keputusan pargkat terakhir;
d. salinan sah Keputusan penBangkatan dalam Jabatan;
e. salinan sah kartu pegawai;

salinan sah penilaian kinela pegawai I (satu) tahun terakhir;
salinan sah ijazah terakhir;

2) bahwa
mengem

k. surat keterangan
pendidikan;

tinggl untuk

diterima sebagai peserta didik aktif dari institusi

yang bersangkutan memiliki motivasi
bangkan diri, loyalitas, dan berdedikasi tinggi;

f

8.

:::l1l *, :,"*t perserujuan/ataeditasi mirimal B tembaga pendidikanyang akan diikuti dari lembaga yang berwenang;

I jadwal pendidikan /ku\iah per semester; Q.

- 15-
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m. jadwal mengajar bagi pNS Guru;
n. jadwal sht, bagi pNS dengan kerja stuft
o. surat pemyataan tidak mengikuti Kelas Jauh dan/atau Sabtu Minggudari P\S yang bersang[q61 di atas marerai;

P uraian tugas pokok dan fun
oteh kepala opD; 

Lgsi PNS yang bersangkutan yang diketahui

Bagian Ketiga

Pembatalal Izin Belajar

Pasal 25

Bagian Keempat

Surat Keterangan Melanjutkan Studi

pasal 26

(1) Bagi CPNS/PNS yang pada saat melamar dipersyaratkan sedang menempuhpendidikan lanjutan dan linier dengan U^tf.r v"rrg Ji;"r€unakan sebagaidasar. pengangkatar sebagai cpNa da;at aiu".iturr-ii.", KeteranganMelanjutkan studi (SKMS) yang berfungsi sama dengan surat rzin Berajar.
(2) Surat K€rerangan Melanjutkan Studi (SKMS) sebagaimara pada angka 2dapat dibc'rikan dengan ketenruan;

proses perkuliahan tidak m€
dengan Surat Rek;;ili u;;?AT$rr<€dinasan' vars dibuktikan

]a:rgk.: Iaktu artara diangkat CpNS dan diketuarkannya rjazal tidaklebih dari 2 {dua) tahun.

program studi yang sedang diikuti telah mendapatl<anpersetuj uan/akreditasi minimal B dari lembaga ya;;,_";;',*4-*-'

a

b

c

(l) Surar izin belajar daoar r
s"beru m mauiul ".J:fi #:;fl::x,.1.i":ii?_rfl vans berwenans baik

(2) Surat izin belajar dibatalkan karena :

a. dikemudian hari ditemukan bukti bahwa pNS tidak memen uni.rur^r,/
b. dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
c. memaLsukar keterangar syarat izin belajar;dan
d. proses pendidikan mengganggu kedinasan.
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d. prograln studi yang sedang diikuti
dan/atau kelas sabtu minggu;

bukar merupakan kelas jauh

BAB V

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 27

BAB VI

SANKSI

Pasal 28

Tugas belajar yang tida-k dapat menyelesaikan pendidikan

e program studi yang sedarg diikuti berada di wilayah Kabupaten Tara,"ojl 
"3y Kabupaten Toraja Utara, kecuali diaturiain sesuai ketentuanyang berlaku;

(1) PNS
pend
dikel

(2) Sanksi pNS
berupa :

lang diberikan Trrgas belajar yang tidak dapat menyelesaikan
]:^t:""r: dikarenakan mengundu,kan Im ,."p" "tJ" ffii"n, .,.,uarkan oleh institusi pendidikan dikenakan sanisi.

a. hukurnan disiptin pNS; dan

b. mengembalikan seluruh biaya pendidikan yang diberikan selama Tl.lgasbelajar bagi yang dibiayai ApBD.
(3) Pengemba'an seruruh biava yang berasal dari A'BD sebagaimana dimaksud#f iflJili1"u'"" u1e.i1s r,il;,;;;J;#tiaya eceo yang

pendidikan yang dibulcik 
hani sehingga tidak dapat menyelesaikan

p"-..l.rt^i. dengan surat keterangan dari dokter

(l) Untuk mengetahui perkembangan dan kemajuan pNS yang melakukan TugasBelajar dan lzrn Belajar drla]<ukar monitorin! dar,.r"flr"i'
(2) Monitoring dan evaluasi dilakukan melalui supervisi langsung atau tidaklanssuns ke institusi pendidikan ,m; il;;;;";i.'i o1r1",".", peranskatDaerah I,ang melaksanake

ff *;$; fi ffi; ffil"I;fl .ffi :Ili"?iltiffi 3;,"1.:il
(3) Organisasi perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunlang /penyelenegaraan urusan pemerintahl ar u[""g'-t"p"gl*"1"., dan / atat_fpengembangan sumber daya aparatur wajib melaporkan kepada Bupati hasilmonitonng dan evaluasi sekurang_kurangnya 

"at.ri aJ.rn 
"1a"nr'.,.r.
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(4) Mekanisme pengembalian seluruh biaya sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dilaksanakan oleh Tim atau orgarlisasi perangkat daerah yang diberi
kewenalgan untuk menyelesaikan tuntutan perbendaharaan dan tuntutan
ganti rugi dan barang daerah.

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 29

Surat Tugas Belajar dan Izin Belajar yang telah dikeluarkan/diterbit&an sebelum
berla.kunya Peraturan Bupati ini dinyatakar tetap berlaku sampai dengan
pelaksanaan tugas belajar dan izin belajar selesai.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 3O

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlalu, Surat Edaran Bupati Tana TorajaNomot 275/X/2013ISETDA Tentang pemberian Tugas Belajar dan Izin Betajar.
dicabut dan dinyatakan tida-k berlaku.

Pasa.l 31

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintalkan pengundangan
Peraturan Bllpati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten
Tana Toraja.

tetapkan di Makale
ggal Ja ,.r.rlrr. 8a 17

TANA TORA.IA

*

MUS BIRI GKANAE
4 AJOa

di Makale
,a..rl., 2a1?
DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA,

BURA

@

Di
3a

KABUPATEN TANA TORAJA TAHUN 20 17 NOMOR I.,
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LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI TANA TORA"IA
NOMOR ..... TAHUN .....
TENTANC
PE},IYELENGGARAAN TUGAS BELAJAR DAN IZIN
BELAJAR PEGAWAI NEGERI SIPIL.

Pada haii ini .... tang8ql.
bertanda tanga n di bawai ini:

NaEra

NIP

Jabatan

Udt Orgadsasi

PATTA ITTEGRITAS

bulan... talun..., bertempat di yang

dengan
jenjang dalaE ratgka metaksanakar T\rgas Belaja_r

.......,..... di terhitung sej6l tan8gal
. , saya sanggup untuk:

setia dan taat kepada Negara Kesatua! Republik Indonesia, pancasila, danUndang,Undang Dasar Negara RepubLik Indonesia Tahun iS*r, ' 
'-"

rni rnenyatakan, bahwa
progrart Studi...

sampai dengan

b. menjunjung tiaggi kehormatan
sepenuh hati;

c. berpikir dan bertindak secara
keterbukaan, dan ke bersamaal;

d. mempullyai dedikasi, integritas,
melaksanakan Tugas Belajar;

Pemerintah (abupaten Tana Toraja dengan

profesional ya.ng dilandasi nilai kejujurar,

dan komitmen yang tinggi dalam rangka

e- menghindari perbuatan yang dapat Eerugikan bangsa dan negara;
f. bersedia mendedikasikan dan mengabdikan ilrnu pengetahuan yang saya perolehuntuk kemajuan pemerintah Kabupaten fart" ro.i";-'-..
8. tidak melakukan perbuatan tercela yang bertentangaD dengan hukum dan/at{runilai kesusil,aan selama metal<sanakan Tugas BehJ;,
h- tida-k melalukan kegiatan tertentu untuk kepentingan pihal< laln yang dapatmenyebabkan kenrgian negara;

bersedla. melaksanakan dan Eenyclesaikar tugas belajar dengan hasil baik dantepat waktu; dar

:T,:1-: 9"rr]r.si dan apabita- trasil evaluasi membuktikan saya udakmear<sanakan dan Eentaati huruf a sampai d""g; ;;;;;sebut ai atas,Dral<a saya sirap EeneriEa san-ksj
B"p.t, r;,," r;;;;;;;;fi;:Lffi:" dencs,. 

wna 
dara, peraturan
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Demikian Pakia lntegritas ini saya buat dengan sebenarnya, dengan meterai cukup ataukcrtas scgel, dalam keadaan schat jasmani dan rohani, dan tanfr adanya tekanan ataupaksaan dari pihal< Iain.

Mengetahui,

Kepala BKPSDM Kab. Tana Toraja, pegawai Tugas Belajar,

Meterai Rp. 6.000,,

A TORAJA, ry

BI KANAE

,t
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Yang bertanda tangan di bawah ini
Nama 

:

NIP 
:

Jabat.rn 
:

Unit Organisasi 
:

dengan ini menyatakan bahwa :

Nama 
:

NIP 
:

Jabatan :
Unit Organisasi ;

adalah benar-benar :

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI TANAN TORAJA
NOMOR ..... TAHUN .,,.,
TENTANG
PEMELENGGARAAN TUGAS BELAJAR DAN IZIN
BELAJAR PEGAWAI NEGERI SIPIL.

SURAT PERITYATAATT
No.:

Kepala

bukan

Kepala

Pangkat
NIP.

1 tidak sedang menjalani hukuman disiplin pNS tingkat sedang atauberat;
2. tidak sedang cuti di luar tanggunga! negara;3 tidak sedang dalam proses penjatuhan hukuman disiplin;dan4. tidak sedang dalam proses perkara pidana, yang

pelarlggaran 
,

sehingga-dapat dipertimbangkan mengikuti Tugas Belajar jenjang
Program Studi ......... di ......................

.. Demikian Surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar_benarnva untukdipergunal<an sebagaimana mestinya.

TANA TORAJA, frL

S BIRINGKANAE



LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI TANAN TORAJA
NOMOR ..... TAHUN .....
TENTANG
PEI'IYELENGGARAAN TUGAS BELAJAR DAN IZIN
BELAJAR PEGAWAI NEGERI SIPIL.

untuk mengikuti Tugas Beiajar jenjalg ............ program Studi ......... di
karena berdasarkan pengamatan kami yang bersangkutan

sungguh-sungguh memiliki motivasi tinggi uotuk mengembangkan diri, loyal
dan berdedikasi, sehingga mampu menyelesaikan pendidikan tepat waktu.

Demikian Surat Rekomendasi ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk
dipergunal<an sebagaimana mestinya.

SI'RAT R.TKOUEITDASI
No.:

Yang bertanda tangan di bawah ini:
Nama i

NIP :

Jabatan : Kepala

dengan ini memberikan rekomendasi kepada :

Nama ..

NIP :

Jabata:n :

Unit Organisasi :

Kepala

Pangkat
NIP.

ATORAJA, /b

t

TbF
US BIRING AE



LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI TANAN TORAJA
NOMOR ,.... TAHUN ....,
TENTANG
PEMELENGGARAAN TUGAS BELAJAR DAN IZIN
BELA.JAR PEGAWA] NEGERI SIPIL.

SURAT PERITYATAAN
No.:

Yang bertanda tangan di bawah ini
Nama ..

NIP ..

Jabatan :

Unit Organisasi :
Berdasarkan usul dari :

Nama :
NIP ..

Unit Orgalisasi i
dengan ini menyatakan bahwa :

Kepala

Kepala

Pangkat :

NIP. :

A'toR JA, [v,

S BIRINGKANAE

l) Tidak berkeberatan bila yarrg bersangkutan mengikuti pendidikanPrograrn ....................
2) baliva Vu"g i"."u.g\-"o" memitiki motivasi tinggi untuk
., mengembaagkal diri, loyalitas, dan berdedikasi tinggi;
") *.1*1 yang bersangkutan tidak sedang menyalani"hukuman disiplinPNS tjngkat sedang auu berat;
4) bahwa yang bersargku en tidak pernah dijatuhi sanksi pelanggaran
-, kocle etik pNS tingkat sedang atau berat;
5) bahwa pendidikan yang diiliuti tidak menggangu tugas pokok sehari_harr;

sehingga dapat dipertimbangkan mengikuti Izin Belajar jenjang ............ program
Studi......... di ......................

Demikian Surat pernvataan ini dibuat dengan sebenar_benarnya untukdipergunakan sebagaimana mestinya.


